PERATURAN NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 04 TAHUN 2022.

TENTANG

REVISI DOKUMEN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM NAGARI)
TAHUN 2018 s/d 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WAL| NAGARI TARATAKSUNGAI LUNDANG

Menimbang : a bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari, Pemerintah Nagarn wajib
menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan
kewenangannya dengan mengacu pada  perencanaan
pembangunan Kabupaten;

b. Bahwa untuk menentukan arah pembangunan Nagan peru
dijelaskan Garis-Garis Besar Kebijakkan Pembangunan Nagar

¢. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf @ dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Revisi
Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagan
(RPJMD/Nagari) Nagari Taratak Sungai Lundang Tahun 2018
2024;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indopesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 4388);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita
Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Normor 4848),

Undang-Undang Nomar 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234,

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomecr 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5485),

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daersh (Lembaran Negsra Republik Indonesia Tahun
2005 MNomor 140 Tembahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinsan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2005

Nomaor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik |ndonesia

Nomor 4593},

Paraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pamerintah, Pemerintahan Daerah

Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran

Negara Republik Indonesia  Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4737);

Famurm meﬂnﬁh Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

y 1 Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanzsan

' 1an Daerah (Lembaran Negara Republik
lm‘run&ﬂa Tﬂmn Eﬂb? Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
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13.

14,

15.

16.

Republik Indonesia Nomor 4737),

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang MNomor & Tahun 2014 tentang
Nagan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539),

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa
yang Bersurnber dar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 Tentang Perubahian

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Nagari yang Bersumber dan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Hﬂﬁara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
H.u’mnr 1649, Tambahan Lembaran Negara Republik Indones:a
Nomor 5558);

Peraturan Menteri Dajam Negeri Republik Indonesia Nomor 114
Tahun 2014 tentang Padoman Pembangunan Nagan ( Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2084);

Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Terlinggal, Dan
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang
Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan
Kewenangan Lokal Berskala Nagar ( Berita Negara Republik
indonesia Tahun 2015 Nomor 158);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
83/PMK.07/2015 tentang tata cara Pengalokasian, Penyaluran,
Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi dana Nageri ( Berta
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684),

Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan
Transmigras! Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2018 tentang
Pambangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa -

Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Dan
Transmigrasi Republik lnﬂuﬂﬂ;ﬁta Nomor 21 tahun 2020 tentang
Pedoman Umum Pembangunan Desa |
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18 Peraturan Menteri Dalam Negen Republk Indonesia Nomor 7 tahun
2021 tentang Prioritas Panggunaan Dana Desa tahun 2022 |

19 Peraturan Daeranh Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2006
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Pravinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinisi
Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7 ),

20 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Baral Nomor 13 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provingl Sumatera Barat Tahun
20012-2032 {Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barst Tahun 2012
Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat
Namar 79 ),

21 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Baral Nomor 7 Tahun 2018
tentang Nagan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018
Nomor 7 ),

22 Peraturan Daerah Kabupalen Pesisic Selatan Nomor 8 Tahun 2010
lentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Tahun 2005-2025;

23 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016
\entang Nagari,

24 Peraturan Dasrah Kabupaten Pesisit Selatan Nomor 84 Tahun 2016
tentang SOTK Nagarn,

25 Persturan Daerah Kabupaten Pesisic Selstan Nomor 18 Tahun 2017
tentang Pendinan dan Pengelolaan Badan Usaha Millk Nagar Nagari,

26 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Momor 4 Tahun 2021

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJIPD)
Tahun 2021-2026,

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
dan
WALI NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG

MEMUTUSKAN :
Menetapkan: PERATURAN NAGARI TENTANG REVISI DOKUMEN

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI
(RPJM Nagari) TAHUN 2018 - 2024
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BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud :

1. Nagan adalah kesatuan masyarakal hukum adat yang memiliki batas wilayah
yang barnwanang untuk mengatur dan mengurus urusan kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakal setempat berdasarkan prakarsa
masyarakat | hak asaliusul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormat
dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia

2 Kewenangan MNagar adalah kewenangan yang dimilki Nagar meliputi
kewenangan di bidang penyelenggaraan Pamerintahan Nagan, pelaksanaan
Pembangunan Nagar, Permnbinaan Kemasyarakatan Nagar, dan Pemberdayaan
Masyarakat Nagar berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat
istiadat Magari.

3. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemernntahan dan
kepentingan masyarakat seternpat dalam sistem pemerintahan Negara
Kesatuan Republik Indonesia

4. Pemerintah Nagan adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagar sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Nagari

5, Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintshan Nagari yang dipilih langsung oleh
masyarakat melalul pemilihan Wali Nagan.

6. Badan Permusyawaratan Napgari selanjutnya disebut BAMUS adalah lembaga
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil
dari penduduk Nagari berdasarakan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara
demokratis.

7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari adalah lambaga yang dibentuk
oleh masyarakal sesual dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah
Nagari dalam memberdayakan masyarakal.

B. Kerapalan Adat Nagan yang selanjutnya disingkal KAN adalah Lembaga
Perwakilan Permusyawaratan dan Permufakatan adat tertinggl yang telah ada
dan diwarisi secara turun tamurun sepanjang adat ditengah-tengah masyarakal
Nagan.

9. Musyawarah Nagan adalah musyawarah antara Badan Pemusyawaratan
Nagan, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat vang diselenggarakan oleh
Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagarn adalah musyawarah antara
Badan Permusyawaratan Nagatl, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat
yang diselenggarakan oleh Pemerintah Nagarn untuk menetapkan priontas,
program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Nagari yang didanai oleh
Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagar, swadaya masyarakat Nagari,
dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Dasrah Kabupaten.

11. Musyawarah Kampung adalah musyawarah bersama antar pelaku
pembangunan dan masyarakal di tingkat Kampung untuk menggali masalah,
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13.

14,

15,

16

17.

18.

18.

20.

21,

23.

potansi, priontas usulan dan memilih delegasi kampung untuk Musyawarsh

Nagan dan atau Musrenbang Nagarn.

Penggalian gagasan adalah kegiatan yang dilakukan di tingkat kelompok
masyarakal paling kecil sampai tingkat nagan untuk menemukenali masalah
yang dihadapi Nagari, potensi Nagari dan peluang pendayagunaan sumber daya
Nagan.

Peraturan Nagari adalah peraturan per-Undang-Undangan yang ditetapkan oleh
Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama BAMUS.

Pembangunan MNagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan
untuk sebesar-besarnya kesejahleraan masyarakat Nagar,

Perencanaan pembangunan Nagari adalah proses tahapan kegiatan yang
diselenggarakan oleh pamenntah Nagan dengan melibatkan BAMUS dan unsur
masyarakal secara partisipatil guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber
daya Nagari dalam rangka mencapai ujuan pembangunan Nagan
Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di
Nagar dan kawasan Nagariperdesaan yang dikoordinasikan oleh Wali Nagari
dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan
guna mewujudkan pengarusutamaan perdamalan dan keadilan sosial
Pemberdayaan Masyarakat Nagar adalah upaya mengembangkan kemandirian
dan kesejahteraan masyarakal dengan meningkatkan pengetahuan, sikap,
keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber

‘daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang

sesual dengan esensi masalah dan prionitas kebutuhan masyarakat Nagarn.
Pengkajian Keadaan Nagar adalah proses penggalian dan pengumpulan data
mengenai keadaan obyektif masyarakal, masalah, potensi. dan berbagai
informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta
dinamika masyarakat Nagari |

Data Nagari adalah gambaran menyeluruh mengenal potensl yang meliputi
sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana
prasarana fisik dan sosial, kearnfan lokal, iimu pengetahuan dan teknologi, sera
permasalahan yang dihadapl Nagari,

Visi adalah suatu gambaran tentang masa depan yang befisikan cita-cita yang
ingin diwujudkan oleh Wali Nagari dan dapal diukur berdasarkan keadaan
objektf Nagan

Misi adalah sesuaiu yang harus dilaksanakan oleh Wall Nagari sebagai
penjataran dan visi untuk mencapal tujuan yang dicita-citakan,

. Rancara Peambangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM

Napari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagarl untuk jangka waktu 6
(enam) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah
panjabaran dar RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

. Daftar Usulan RKP Nagari adalah penjabaran RPJM Nagari yang menjadi

bagian dari RKP Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan
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Pemerintah Nagari kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan
pembangunan Daerah.

25. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai
dengan uang serta segala sesualu berupa uang dan barang yang berhubungan
dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari

26 Aset Nagan adalah barang millk Nagari yang berasal dari kekayaan asli Nagari,
dibeli atau diperoleh alas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagar atau
perolehan hak lainnya yang syah.

27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APBNagari
adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagan yang dibahas dan
disetujul bersama oleh Pemerintah Nagar dan Badan Permusyawaratan Magari
yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

28. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja
Negara yang diperuntukkan bagl Nagan yang ditransfer melalui anggaran
pendapatan dan belanja daarah dan digunakan unluk membiayai
penyalenggaraan Pemerintahan Nagarn, pelaksanaan pembangunan Nagarn,
pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari,

28. Alokasi Dana Nagari, selanjutnya disingkat ADN, adalah dana perimbangan
yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah
dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB Il
RUANG LINGKUP PEMBANGUNAN NAGARI
Pasal 2

(1) Perencanaan Pembangunan Nagan mencakup bidang penyelenggaraan
Pemenntahan Nagar, pelaksanaan pembangunan Nagan, pembinaan

 kemasyarakatan Nagari dan pemberdayaan masyarakat Nagan.

(2) Pemerintah Nagarn menyusun perencanaan Pembangunan Nagar sesua
dengan kewenangannya dengan menyelaraskan pada perencanaan
pembangunan Daerah, sesual paraturan perUndang-Undangan yang berlaku

(3) Perencanaan Pembangunan Nagan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan oleh Pemerintah Nagar dengan melibatkan seluruh masyarakat
Nagari dengan semangat gatong royong. _

(4) Masyarakat Nagari berhak melakukan pemantauan terhadap perencanaan
Pembangunan Nagari

(5) Dalam rangka perencanaan pembangunan Nagarl sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Nagari didampingl oleh Pemerintah daerah
yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kera perangkat daerah

(6) Dalam rangka mengoordinasikan perencanaan pembangunan Nagan
sebagaimana dimaksud pada ayal (2), Wali Nagari dapat didampingl oleh

tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakal Nagan,
dar#ataupifmk ketiga.

{7) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat
{4) di wilayahnya.
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BAB I
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 2

(1) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nagar dilaksanakan sesual dengan
kewenangan Nagari berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala
Nagari serta mengacu pada rencana pengembangan potensi dan aset Nagari

(2) Perencanaan pembangunan Nagar disusun secara berjangka meliputy:

a. rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagar untuk jangka wakiu
6 (enam) tahun;, dan

b, rencana Pembangunan Tahunan Nagari atau yang disebul Rencana Kerja
Pemerintah Nagar, merupakan penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka
wakiu 1 (satu) tahun

Pasal 4

(1) Dalam rangks perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, pamerintah Nagari melaksanakan tahapan yang meliputi
a. penyusunan RPJM Nagari; dan
b. penyusunan RKP Nagari,

(2) RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dalam
jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Wall Nagari

(3) RKP Nagari tahun berikutnya mutal disusun ocleh pemerintah Nagan pada bulan
Juli tahun beralan.

Bagian Kedua
Penyusunan Revisi RPJM Nagari
Paragraf 1
Umum

Pasal 5

(1) Rancangan Revisi RPJM Nagari memuat visi dan misi Wali Nagari, pemetaan
dan rencana pengembangan potensi dan aset nagari, arah kebijakan
pembangunan Nagar. serta rencana kegitan yang meliputi bidang
penyele Pemernntahan Nagan, pelaksanaan pembangunan Nagan,
pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakal Nagan.

(2) Pemetaan potensi dan asel Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya memuat informasi mengenal peta potensi dan aset Nagari,

diantaranya:

a. Dala potensi dan aset Nagari,

b. Data potensi dan aset wamga.

¢ Data polensi dan aset masyarakat (organisasi masyarakat Nagarn, koperasi,

~ swastadll),

d. Data patensi dan aset pemerintah;
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Data potensi dan aset sumber daya manusia, sosial, budaya dan ekonomi
Nagan,

{3) Bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagar sebagaimiana dimaksud pada
ayat (1), antara lain.

a

penetapan dan penegasan batas Nagari,

pandataan Nagari,
penyusunan tata ruang Nagan,
penyelenggaraan musyawarah Nagari,

penyelenggaraan perencanaan Magari,

penyelenggaraan evaluasi ingkat perkembangan pemerintahan Nagari:
penyeienggaraan kerjasama antar Nagan

b
e
d
?. pengelolaan sistim informasi Nagan,
a
h
1

. pembangunan sarana dan prasarana kantor Nagarn; dan
|. kegiatan lainnya sesuai kondisi Nagari.
(4) Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari antara lain;

a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan
Nagan antara lain;

1
Z
3
4.
5

jalan pemukiman;

jatan Nagan antar parmukiman ke wilayah pertanian;
pembangkil listrik tenaga mikrohidro |

lingkungan permukiman masyarakat Nagari; dan
infrastrukiur Nagari lainnya sesuai kondisi Nagari

b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasamana
kesehatan antara lain.

1,
2
3

air bersih berskala Nagari;
sanitasi lingkungan,
pelayanan kesehatan Nagari seperti posyandu; dan

4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesual kondisi Nagari.
¢. pembangunan, pemanfsatan dan pemeliharaan sarasna dan prasarana
pendu:llhan dan kebudayaan antara lain,

oo R

taman bacaan mnsyarakat Nagari,

pendidikan anak usia dini;

balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat,

pengembangan dan pembinaan sanggar seni: dan

E_rara dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesual kondisi
gafi.

d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan
dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain;

TR D L

pasar Nagari,

pembentukan dan pengembangan BUM Nagari;
penguatan permodalan BUM Nagari;
pembibitan tanaman pangan,

penggilingan padi;

lumbung Nagari;

pembukaan lahan pertanian;

pengelolaan usaha hutan Nagari,

kolam ikan dan pembenihan ikan;

1& gudang pendingin;
11, tempal pelelangan ikan;
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(5)

12, kandang temak,

13. instalasi biogas,

14 mesin pakan temak:

15 sarana dan prasarana ekonomi lainnys sesusi kondisi Nagar.
e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:

1. penghijauan,

2. pembuatan terasetring,

3. pemeliharaan hutan rakyat;

4. perlindungan mata air;

5. pembersihan daerah aliran sungai, dan

6 kegatan lainnya sesual kondisi Nagan.

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:

a pembinaan lembaga kemasyarakatan;

b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban,

¢. pembinaan kerukunan umat beragama,

d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga,

e. pembinaan lembaga adat,

f pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat, dan
g. kegiatan lain sesuai kondisi Nagan.

(8) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:

1)
&

(3)

a pelatihan usaha skonomi, pertanian, kehutanan, pertenakkan. penkanan dan

kelautan serta perdagangan,
b. pelatihan teknologi tepat guna;
¢. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi Wali Nagari, perangkal Nagari,
dan Badan Pemusyawaratan Nagan,
d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain;
1. kader pemberdayaan masyarakat Nagari;
2. kelompok usaha ekonomi produlktif;
3. kelompok perempuan,
4 kelompok tani,
5. kelompok masyarakat miskin,
6. kelompok tambak ikan,
7. kelompok pengrajin,
8 kelompok pemerhati dan periindungan anak,
9. kelompok pemuda.dan
10. kelompok lain sesuai kandisi Nagari.

Pasal 6

Wali Nagari menyelenggarakan penyusunan Revisi RPJM Nagari dengan
mengikutsertakan unsur masyarakat Nagari.

Penyusunan Revisi RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan dengan memperiimbangkan kondisi objektif Nagan dan prioritas
program dan kegiatan dasrah.

Penyusunan Revisi RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan dengan kegiatan yang meliputi.

a. pembentukan tim penyusun Revisi RPJM Nagari;

b. penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah;,

¢ pengkajian keadaan Nagari;
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d. penyusunan rencana pembangunan Nagar malalui musyawarah Nagan,
e. panyusunan rancangan Revisi RPJM Nagan,

. penyusunan rencana pembangunan Nagan melalui  musyawarah
perancanaan pembangunan Nagari, dan
9. penetapan RPJM Nagarn.

Paragraf 2
Tujuan dan Prinsip

Pasal 7

Tujuan penyusunan Revisi RPJM Nagari adalah

a.

Merumuskan rencana pembangunan Nagari yang sesual dengan kebutuhan
masyarakal dan

pengembangan potensi dan aset Nagari,

Merumuskan arah, twjvan, kebijakan dan strategi pembangunan Nagari,
Menyelaraskan rencana pembangunan Nagari dengan arah kebijakan
perencanaan pembangunan daerah;

Meningkatkan peran serta masyarakal di Nagan dalam proses pembangunan
Nagari.

Pasal 8

Prinsip penyusunan Revisi RPJM Nagari adalah |

oo Toac o

Rekognist,
Subsidiaritas;
Lengkap,
Sistematis;
Partisipatif,
Keterbukazan;
Terukur,
Akuntabel,
Barkelanjutan

Paragraf 3
Pembentukan Tim Penyusun Revisi RPJM Nagari

Pasal 8

(1) Wall Nagar membentuk tim penyusun Revisi RPJM Nagari.
{2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. Wali Nagan selaku pembina,

b. Sekretans Nagari selaku ketua; _ : _ _

‘¢ Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) selaku sekretaris,
dan

'd.anggota yang berasal dari perangkat Nagari, lembaga pemberdayaan

masyarakat, Kerapatan Adat Nagar, kader pemberdiayaan masyarakat Nagan,
dan unsur masyarakat lainnya
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(3) Jumiah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang
dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan perempuan

(4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayst (2) ditelapkan dengan
Keputusan Wali Nagan.

Pasal 10

Tanggung jawab dan tugas Tim Penyusun Rewisi RPJM Nagari -

1. Pembina mempunyal tugas dan tanggung jawab sebagal berkut:
a, Mensosialisasikan agenda penyusunan Revisi RPJM Nagar,
b. Agenda pembentukan Tim Penyusun Revisi RPJM Nagari;
¢, Mengundang anggota Tim Penyusun Revisi RPJM Nagari.
d Menerbitkan surat kepulusan penetapan anggota Tim Penyusun Revisi

RPJM Nagari;

2. Ketua mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a. Memimpin rapat Tim Penyusun Revisi RPJM Nagari;
b. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan Revisi RPJM Nagar,
¢. Menyusun Rancangan Revisi RPJM Nagari.
d. Mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat.
e. Ikut melaksanakan rapat Tim Panyusun Revisi RPJM Nagari;
f Membantu membuat Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusun

Revisi RPJM Nagari,

g Membantu menyediakan dokumen Rancangan Revisi RPJM Nagari

3. Sekretaris mempunyai tugas dan tanggungjawab sabagai berikut:
a. Mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat,
b. Mengikuti rapat Tim Penyusun Revisi RPJM Nagari,
¢ Membuat Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusun Revisi RPJM

Nagan,
d. Menyediakan dokumen Rancangan Revisi RPJM Nagari.
4, Anggota mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
a, Menghadiri rapat Tim Penyusun Revisi RPJM Nagari,
b. Membahas dan merumuskan rancangan Revisi RPJM Nagari.

Pasal 11

Tim Penyusun Revisi RFJM Nagari dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu
oleh aparat pemerintah (Kecamatan/Kabupaten) yang berkompeten. tenaga
profesional dan atau anggola masyarska! yang mempunyai kompetensi dalam
penyusunan Revisi RPJM Nagar,

Pasal 12
Masa tugas Tim Penyusun Revisi RPJM Nagari terhitung sejak diterbitkannya surat
penetapan Tim Penyusun Revisi RPJM Nagarl oleh Wali Nagari sampai
duu;ag!;annya Peraturan Nagari tentang Ravisi RPJM Nagari oleh Wali Nagari.
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[ Pasal 13
Tim penyusun Revisi RPJM Nagar melaksanakan kegiatan sebagai berikut

penyelarasan arah kebijakan pembangunan Daerah;
pengkajian keadaan Nagari,

penyusunan rancangan Revisi RPJM Nagari, dan

. penyempurnaan rancangan Revisi RPJM Nagari.

O m

Paragraf 4
Penyelarasan Arah Kebljakan Pembangunan Daersh

Pasal 14

(1) Tim penyusun Revisi RPJM Nagan melakukan penyelarasan arah kebijakan
pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a.

(2) Penyelarasan arah kebjjakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan
pembangunan Nagari.

(3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan menglkuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah
kebijakan pembangunan daerah.

(4) Informasi arah kebifakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi:
a, rencana pembangunan jangka menengah daerah;
b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
¢. 'rencana umum tata ruang wilayah daerah,
d. rencana rincl tata ruang wilayah daerah; dan
€. rencana pembangunan kawasan nagari

Pasal 15

{1} Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan
dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan
pembangunan daerah yang akan masuk ke Nagan.

(2) Rencana program dan kegiatan sebagsimana dimaksud pada ayat (1),
dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari,
pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan
masyarakat Nagarl,

(3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam formal data rencana program dan kegiatan psmbangunan
yang akan masuk ke Nagar.

(4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayal (3),
menjadi lampiran pada dokumen pengkajian keadaan Nagari.
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Pongkajlan Keadaan Nagari
Pasal 16

(1) Tim penyusun Revisl RPJM Nagar melakukan pengkajian keadaan Nagar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 hurnuf b

(2) Pengkajian keadaan Nagan sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dilakukan
dalam rangka mempartimbangkan kondisi objektif Nagan

(3) Pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayal (2). meliput
kegiatan sabagal berikut
a. pemetaan rencana pengembangan potensi dian asel Nagar
b. penyelarasan data Nagari,
c. penggalian gagasan masyarakat. dan
d. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Nagan,

(4) Pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
secara parisipatif dengan menggunakan metode PRA, dan atau metode lainnya
sesual dengan kebutuhan dan kondisi setempat.

(5) Alat bantu pengkajian keadaan Nagari dapat menggunakan Sketsa Desa, Alur
Sejarah Desa, Analisis Mata Pencahanan, Kalender Musim, Diagram Venn
untuk analisis kelembagaan, dan alat bantu lainnya sesual kebutuhan dan
kondisi setempat.

(6) Laporan hasil pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayal (3)
hursf d menjadi bahan masukan bagi musyawarah Nagan dalam rangka
penyusunan perencanaan pembangunan Nagari

Pasal 17

(1) Pemetaan rencana pengembangan potensi dan aset Nagarl sebagaimana
dimaksud pada pasal 16 (3) huruf a bertujuan mendotong prakarsa, gerakan,
dan partisipasi masyarakat Nagan untuk pengembangan potensi dan aset
Nagari guna kesejahteraan bersama.

(2) Pemetaan potens! dan aset Nagarl sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai peta potensi dan aset Nagari,
diantaranya.

a. data potensi dan aset Nagari,

b. data potensi dan asel warga,

c. data po;?rﬁm# dan aset masyarakat (organisasi masyarakat desa, korperasi,
swasta ail);

d. data potensi dan aset pemenntah; dan

e. data potensi dan aset sumber daya manusia, sosial, budaya dan ekonomi

Nagari,
Pasal 18

.[1] l:aglatan untuk menghasilkan pemetaan rencana pengembangan potensi dan
asel Nagar dilaksanakan melalui kegiatan :
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a mengdentifikasi jenis asel berwujud dan potensi yang terkandung di
daliamnya berdasarkan lokas| dan hak kepemilikaninya yang terdin dari:
1. Aset milik warga
2 Asel milik masyarakat
3. Assl pemernintah yang ada di dalam wilayah Nagan
4. Aset milik Nagan
b. Meangidentifikasi aset tak berwujud nagan dan kemanfasatannya, diantaranya:
1. Sumber daya manusia
2 Sumber daya sosial dan budaya
3. Sumber daya ekonomi

(2) Dokumen yang berisi hasil pemetaan rencana pengembangan potensi dan aset
Nagari sebagaimana dimaksud pada aya! (1) ditetapkan sebagal salah satu
dokumen acuan penyusunan perencanaan pembangunan Nagan,

Pasal 18

(1) Penyelarasan data Nagari sabagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) hurut
b dilakukan melalui kegiatan

a. pengambilan data dari dokumen data Nagari, |
b analisis pembandingan data Nagar dengan kondisl Nagan terkini

(2) Data Nagar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam,
sumber daya manusia, sumber daya pembangunan. dan sumber daya sosial
budaya yang ada di Nagan

(3) Hasil penyelarasan data Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
dituangkan dalam format data Nagari

(4) Format data Nagar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran
dokumen pangkajian keadaan Nagan,

(5) Hasil penyelarasan data Nagari sebagaimana dimaksud pada eyat (1), menjadi

bahan masukan dalam musyawarah Nagari dalam rangka penyusunan
perencanaan pembangunan Nagari

Pasal 20

(1) Penggalian gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
(3) huruf ¢ dilakukan untuk menemukan serta mengenali potensi dan peluang
pendayagunaan sumber daya Nagan, dan masalah yang dihadapi Nagarni

(2). Hasil penggalian gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar
bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana keglatan,

Pasal 21

(1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan secara
partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Nagari sebagail sumber
data dan Informasi,

(2) Pelibatan masyarakat Magari sebagaimana dimaksud pada ayatl (1), dapat
dilakukan melalul musyawarah kelompok masyarakat, musyawarah khusus
perempuan, musyawarah kampung, dan/atau musyawarah khusus unsur
masyarakat
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(3] Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayal (2), anlara lain:
a. tokoh adat,
b. tokoh agama,
. tokoh masyarakat.
d. tokoh pendidikan
e. kelompok tani,
f. kelompok perajin.
g. kelompok parempuan;
h. kelompolk pemerhati dan pelindungan anak:
i kelompok masyarakal miskin;
§. kelompok masyarakat dangan kebutuhan khusus; dan
k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesual dengan kondisi sosial budaya
masyarakat Nagarni
(4) Tim penyusun Revisi RPJM Nagar melakukan pendampingan terhadap

musyawarah kampung danfatau musyawarah khusus unsur masyarakat
sebagaimana maksud pada ayat (2)

Pasal 22

(1) Penggalian gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan dengan
cara diskusi kelompok secara terarah.
(2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan alat-alat

bantu metode PRA dan atau metode lainnya sebagai alat kerja untuk menggali
gagasan masyarakal.

Pasal 23

(1) Tim penyusun Revisi RPJM Nagari melakukan rekapitulasl usulan rencana
kegiatan pembangunan Nagari berdasarkan usulan rencana kegiatan

(2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan datam
format usulan rencana kegiatan.

(3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
menjad! lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.

Pasal 24

(1) Tim penyusun Revisi RPJM Nagari menyusun laporan hasil pengkajian keadaan
Nagarni,

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan datam benta acara.

(3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen,
a. hasil pemetaan rencana pengembangan potensi dan aset Nagani,
. data Nagari yang sudah diselaraskan,
‘¢. data rencana program pembangunan daerah yang akan masuk ke Nagan,
d. data rencana program pembangunan kawasan Nagari/perdesaan; dan
e, rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Nagar dar kampung
dan/atau kelompok masyarakat.
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Pasal 25

{1) Tim penyusun Revisi RPJM Nagari melaporkan kepada Wall Nagar hasil
pengkajian keadaan Nagari

(2) Wall Nagan menyampalkan laporsn kepada Badan Permusyawaratan Nagan
setelah menenma laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka
paenyusunan rencana pembangunan Nagat melalul musyawarah Nagari

Paragraf &
Penyusunan Rencana Pembangunan Nagari melalui Musyawarah Nagari
Pasal 26

(1) Badan Permusyawaratan Nagari menyelenggarakan musyawarah Nagan
bardasarkan faporan hasil pengkajian keadaan Nagari,

(2) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan
terhitung sejak diterimanya laporan dari Wali Nagarni

Pasal 27

(1) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268, membahas dan
menyapakati sebagai berikut:

a. laporan hasil pengkajian keadaan Nagari,

b rumusan arah kebjakan pembangunan Nagan yang dijabarkan dan visi dan
misi Wali Nagarn; dan

©.rencana prioritas  kegiatan penyelenggaraan pemerintahan  Nagan,
pembangunan  Nagari, pembinaan kemasyarakaten Naegan, dan
pemberdayaan masyarakat Nagari.

(2) Pembahasan rencana priaritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
huruf ¢, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarash yang dibagi
berdasarkan bidang penyelenggarasn pemerintahan  Magan, bidang
pembangunan Nagar, bidang pembinaan kemasyarakatan Nagan, dan bidang
pemberdayaan masyarakat Nagari.

(3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
membahas tentang.

a. laporan hasil pengkajian keadaan Nagan;

b. pnontas rencana kegiatan Nagar dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;

o. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Nagari, dan

d. rencana pelaksana kegiatan Nagari yeng akan dilaksanakan oleh perangkat
Nagari, unsur masyarakat Nagari, kerjasama antar Nagari, danfatau
kerjasama Nagari dengan pihak ketiga.

Pasal 28

(1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam
~ Pasal 27, dituangkan dalam berita acara.
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(2) Hasll kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman
bagi pemerintah Nagar dalam menyusun Revisl RPJM Nagari

Paragraf 7
Penyusunan Rancangan RPJM Nagari
Pasal 29

(1) Tim penyusun Rewisi RPJM Nagarl menyusun rancangan RPJM WNagar
berdasarkan berita acara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28,

(2) Rancangan Ravisl RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dituangkan dalam format rancangan Revisi RPJM Nagar yang terdin dari
a Naskah rancangan kebijakan pembangunan Nagari,
b. Naskah kegiatan pembangunan Nagari

Pasal 30

(1) Rencana kegiatan dimaksud disusun berdasarkan bidang penyelenggaraan
Pemerintahan Nagari, bidang pelaksanaan pembangunan Nagari, bidang
pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan bidang pemberdayaan masyarakat
Nagari.

(2) Rencana kegiatan dirumuskan dengan menggunakan bahasa yang lugas dan
mudah dimengerh.

(3) Rumusan rencana kegiatan bersifal khusus, terukur, realistis, dan jelas kerangka
wakiunya

Pasal 31

(1) Penyusunan rancangan dilakukan dalam forum Rapat Tim Penyusun Revisi
RPJM Nagan yang dipimpin oleh Ketua Tim Penyusun Revisi RPJM Nagan dan
didampingi Sekretaris Tim Penyusun Revisi RPJM Nagari

(2) Rapat Tim Penyusun Revisi RPJM Nagan dilakukan beberapa kali sampai
tersusun Rancangan Revisi RPJM Nagari yang lengkap dan layak.

(3) Tim penyusun Revisi RPJM Nagari membuat benta acara temtang hasil
penyusunan rancangan Revisi RPJM Nagari yang dilampiri dokumen rancangan
RP.JM Nagan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3). disampaikan oleh tim
penyusun Revisi RPJM Nagari kepada Wali nagari.

Pasal 32

(1) Wali Nagan memeriksa dokumen rancangan Revisi RPJM Nagan yang telah

disusun oleh Tim Penyusun Rewvisi RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 31,
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(2) Tim penyusun Revisi RPJM Nagan melakukan perbaikan berdasarkan arahan
* Wall Nagari dalam hal Wall Nagari belum menyetujul rancangan RPJM Nagari
sebagalmana dimaksul pada ayat (1)

(3) Dalam hal rancangan Revisi RPJM Nagarl lelah disetujui oleh Wall Nagan,
dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Nagarn,

Paragraf 8
Penyusunan RPJM Nagari melalui Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Nagari
Pasal 33

(1) Wall Nagari menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan
Nagar yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan Rewvisi
RPJM Nagan.

(2) Musyawarah perencanaan pembangunan Nagan sebagaimana dimaksud pada
ayal (1) dilkuti oleh Pemerintah Nagari, anggota Badan Permusyawaratan
Nagari, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari, dan unsur masyarakal

(3) Unsur masyarskat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdin atas:
a. tokoh adat.
b. tokoh agama;
¢, lokoh masyarakat,
d. tokoh pendidikan,
e. perwakilan kelompok tani;
. perwakilan kelompok perajin;
g. perwakilan kelompok perempuan,
h. perwakilan kelompok pemerhati dan pelindungan anak.
I, perwakilan kelompok masyarakat miskin;
| perwakilan kelompok/badan usaha ekonorni produktif; dan,
k. unsur masyarakat lain sesual dengan kondis| sosial budaya setempat

(4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah forum Musrenbang

Nagari khusus dalam rangka membahas Rancangan Awal Revisi RPJM Nagan.

(8) Agenda dan proses pembahasan adalah sebagal berikut

a Pambukaan,

b. Pemaparan proses penyusunan Revis| RPJM Nagari oleh Wall Nagari|

c. Pemaparan pokok-pokok materi Rancangan Awal RevisiRPJM Nagan oleh
Ketua Tim Panyusun Revisi RPJM Nagari;

d. Tanggapan, masukan dan saran dari peserta musyawarah,

e. Pembahasan dilakukan dalam kelompok-kelompok diskusi sesual bidang
penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagarn,
pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakal Nagan.

f. Penyampaian hasil-hasil pembahasan peserta musrenbang;

g Penjelasan tindak lanjul hasil pembahasan Rancangan Revisi RPJM Nagari
oleh Ketua Tim Penyusun Revisi RPJM Nagari,

h, Penutupan.
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T— Paragraf 10

Penetapan dan Perubahan RPJM Nagari

Pasal 35

(1) Wali Nagari mengarahkan Tim penyusun Revisi RPJM Nagarn melakukan
perbaikan dokumen rancangan RPJM Nagar berdasarkan hasil kesepakalan
musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33

(2) Rancangan Revisi RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayal (1) menjadi
lampiran rancangan peraturan Nagar tentang Revisi RPJM Nagari.

Pasal 36

(1) Wali Nagari wajib mengajukan Rancangan Peraturan Nagan tentang Revisl
RPJM Nagari kepada BAMUS Nagari paling lambat 1 (satu) minggu seteiah
pelaksanaan Musrenbang Nagan Pembahasan Rancangan Awal Revisi RPJM
Nagari.

(2) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Rancangan Peraturan Nagarn
dimaksud ditenma, BAMUS Nagan menetapkan jadwal pelaksanaan Rapal
Penetapan Rancangan Peraturan Nagari tentang Revisi RPJM Nagari.

(3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selambat-lambatnya
2 (dua) minggu setelah Rancangan Peraturan Nagari tersebut diterima,

Pasal 37
(1) Wali Nagari dapat mengubah Revisi RPJM Nagar dalam hal.

a. lerjadi peristiwa khusus, saperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi,
dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah
Provinsi, danfatau pemerintah daerah Kabupaten.

(2) Perubahan Revisi RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas
dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Nagan dan
selanjutnya ditetapkan dangan Peraturan Nagari.

Pasal 38

Pembiayaan yang timbul dari keglatan penyusunan Revisi RPJM Nagari dapat
dipenuhi dari sumber dana

a. APB Nagari

b. Swadaya masyarakal,

¢. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 39

Berdasarkan Peraturan Nagari ini selanjutnya disusun RKPN dan APB Desa Tahun
Anggaran 2023
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KEFUTUSAN BADAN PERMUSY AWARATAN | BAMUS |

NAGARI TARATAK SUNGAT LUNDANG
KECAMATAN KOTO XI TARUSAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR @ 04 TAHUN 2022
TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN NAGARI MENGENAT
REVISI DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH SAGATRI

(RPJIM NAGARD) TAHUN 2018 S/ 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI TARATAK SUNGAI LUNDANG

Menimbing

=iE =

[+

babvwn yntuk molaksenakan ketentuan Pasel 79 Lindang-Undang Nomos 6
Tahun 2014 tentimg Desa, Pemerintah Deva sagib menyusan  perebcamaan
pembmngiingn dew scsuai dengan hewenanganmya dengan movgacs pada
perencanaan pembangutan Kabupaten;

Bahwa untuh meacntukan arh pembangunan Nagari perfu dijeladkan Garis-
Ciaris Besar Kebijakkan Pembangunan Nagari

Bahwa berdasarkiin pertimhangnh sebagaimana dimakmid dalsm hurut o dan b,
perin. menewpksn Peratunan Nnpan tentang Revie Dokomen Kenczne
Pembangunan Jangka Meneogah Nogar (REJMDNagari) Nagari Taraisk
Sungai Landang Tahan 20182024,

L. Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003 jenteng  Keuangin
Negoro(Lembimn Negars Republil Indonesia Tahun 2003 Nomar 47.
Tumbahan Lembiran Newim Noimor $286);

2 Undang:Undang Nomes 10 Tahun 2004 tentang Penbentuban Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negura Namor 4306)

3. Persturan Pemerintah Nomor' S8 Tahun 2005 tentng Pengelolaan

Ketnngun Doerah (Lembaran Negem Repoblik Indonesia Tahun 2005
Notmor 140, Tembahan  Lembaman Negers Repoblik Indooesa Nomor
4578).

& Persturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 peraturmt pelsksanasn

Uindang — Undang No. 6 Tahon 2014 1entang [ess

5. Perataran Menten Dnlam Negeri Nomor |3 Talin 2006 tentang Pedioman

Pengelolsan Keuangan Dasrah;
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m Nomor (12 Tahun 1956 wentang Pembeniuban Daerah
Oonowm Kabiparon datim Iimgkungan Dasrh Propins Sumatens Tenjh
(Lembaran Negam Hopublik Indonesia Tahun 1956 Nomor 253 i
Lindang-Undang Nomor 21 Drt. Tahin 1957 (Lembuga Negam Republik
Idonesin Fahun 1957 Nomer 77) jo UndangUndang Nomoe <8 Tahun
195K (Lerbaran Negari Republik [ndonesin Talbun 1958 Nomer 10X,
Tambalian lembarai Negara Ropublik fndonesin Nomor 1844),

- Undung-Undang Nomor 25 tahun 2000 tentdng Progrun Pembiingunnn

Nasional  (Propenns) tahun 2000-2004  (Lembarmn  Negars  Republik
Insoncsin; whun 2000 nomor 206);

Uindang:Undang Nomor 25 Tabun 2004 tontang Sistem Pereocunman
Pembangunan Nasiona! (Lembaran Negam Republik Indonesie Tahin
2004 Nomor 104, Tambahan Lembamn Negarn Republih Indosesia
Nomor 44215,

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tenting Perimbangan Keotangan
antars Pemerintah Pusnt dan Pemerintal Daerah (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 'l'lnihnhun' Lembaran Negars
Republik [nionesia Nomor 4438),

Peraturan Pemiérintah Nopor 79 Tahun 2005 tentang Pedomai Pembitiain
dan  Pengawasan Penvelenggarman Pemerintbun  Dagrah  (Lembann
‘egam Repubhik bndonesm Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lermbarmn
Negam Republik Indonesia Nomor 4593);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negars Republik Indonesin Tabim 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomaor 5494y,

‘Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Des (Lembumn Negam
‘Republik Indonesls Nomor 7, Tambaban Lembamn Negara Republik
Indonesia Noimor 54951,

Peraturan Menteri Dalam Negon Nemor 13 Tahan 2006 tentang Pedoman

Pengelolatn Kevangan Dseh.

Penturan Menterd Dalom Negen Nomor § Tahun 2007 rentang: Pedoman

Penutaan Lembaga Kemasynrakatan;

Peraturan: Meoteri Dalwm: Negen Nomor 67 Talun 2007 Tentang
Pendatagn Progmm Pembangunan Desa ¢ Kelurahan:

Feraturan  Mentert, Dalam Negen Nomor 114 Tahun 2014 Tentang
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